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 Rahasia kehidupan adalah kejujuran dan kesepakatan yang adil. Jika Anda dapat 
memalsukan itu, Anda telah membuatnya. (Groucho Marx) 
 Tidak ada pernyataan yang harus dipercaya karena dibuat oleh sebuah otoritas. 
(Robert A. Heinlein) 
 Tidak ada yang percaya pembohong. Bahkan saat dia mengatakan yang 
sebenarnya. (Sara Shepard) 
 Dia yang membiarkan dirinya berbohong sekali, akan lebih mudah melakukannya 
untuk kedua kalinya. (Thomas Jefferson) 
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Riyadi, M. Saiq. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Otentik (Studi 
Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2021.  
 
Akta otentik mempunyai peranan penting  di setiap  hubungan  hukum   dalam 
kehidupan masyarakat. Jika yang melakukan pemalsuan dan menempatkan keterangan 
palsu ke dalam akta otentik adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini 
secara materil tidak terlibat disebabkan kebenaran materil suatu akta pada dasarnya 
tanggungjawab para pihak, maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak 
pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban 
pidana.  
Penelitian ini bertujuan: (1) akibat hukum terhadap tindak pidana pemalsuan 
surat akta otentik pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. (2) pertimbangan 
hakim dalam memutuskan tidak pidana pemalsuan surat akta otentik pada putusan 
nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
dengan jenis penelitian library research. Sumber data penelitian yaitu data sekunder 
dan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen 
serta dianalisis dengan normatif kualitatif.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat akta otentik pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml yaitu 
melahirkan sanksi pidana sesuai dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan 
terdakwa. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat akta otentik pada perkara 
tersebut berupa sanksi pidana berdasarkan Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam 
tahanan sementara. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada perkara nomor 
14/Pid.B/ 2019/PN Pml sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan putusan sudah mempertimbangakan aspek 
yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pertimbangan surat dakwaan, 
nota pembelaan (keberatan terdakwa), unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. 
Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu fakta-fakta dalam persidangan (didasarkan 
pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal yang memberatkan 
dan meringankan. Penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat hukun dari tindak pidana 
pemalsuan surat akta otentik, belum mempertimbangkan aspek yuridis dari tuntutan 
penuntut umum sehingga saksi pidana yang diperoleh terdakwa begitu ringan, jauh 
dari tuntuan penuntut umum, padahal terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat akta otentik sesuai dengan 
dakwaan Primair penuntut umum. 
 





Riyadi, M. Saiq. Legal Consequences of the Crime of Counterfeiting Authentic Deeds 
(Study of Decision Number 14/Pid.B/2019/PN Pml). Skripsi. Tegal: Legal Studies 
Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 2019. 
 
Authentic deeds have an important role in every legal relationship in people's 
lives. If the person who falsifies and puts false information into the authentic deed is 
the party who made the deed and the notary in this case is not materially involved 
because the material truth of a deed is basically the responsibility of the parties, then 
juridically the involvement of the notary in the crime committed by the parties is not 
legal. can be drawn into the realm of criminal liability.  
This study aims: (1) the legal consequences of the criminal act of falsifying 
authentic certificates of decision number 14/Pid.B/2019/PN Pml. (2) the judge's 
consideration in deciding not to falsify the authentic deed in the decision number 
14/Pid.B/2019/PN Pml. This study uses a normative approach with the type of library 
research. Sources of research data are secondary data and data collection methods 
using literature studies and document studies and analyzed with qualitative normative. 
The results of the study concluded that the legal consequences of the criminal 
act of falsifying authentic certificates in the decision number 14/Pid.B/2019/PN Pml 
were giving birth to criminal sanctions in accordance with the unlawful acts 
committed by the defendant. The legal consequences of the criminal act of falsifying 
authentic certificates in this case are in the form of criminal sanctions based on Article 
264 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code, namely imprisonment for 6 (six) months 
with a reduction as long as the Defendant is in temporary detention. The judge's 
consideration in deciding the case in case number 14/Pid.B/2019/PN Pml is correct 
and in accordance with the applicable laws and regulations. The panel of judges 
handed down the decision already considering the juridical and non-juridical aspects. 
Juridical considerations include the consideration of the indictment, the memorandum 
of defense (the defendant's objection), the elements of the article that is indicted. 
While the non-juridical considerations are the facts in the trial (based on witness 
statements, statements of the defendant, evidence) and aggravating and mitigating 
matters. The imposition of criminal sanctions as a legal consequence of the crime of 
falsifying authentic certificates has not taken into account the juridical aspects of the 
demands of the public prosecutor so that the criminal witness obtained by the 
defendant is so light, far from the demands of the public prosecutor, even though the 
defendant has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act 
of forging letters. authentic deed in accordance with the primary indictment of the 
public prosecutor.  
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A. Latar Belakang Masalah  
Hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan 
ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tegas dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip 
negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 
berintikan kebenaran dan keadilan, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 
menuntut dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah 
untuk menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai 
subyek hukum. Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum 
merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai 
peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.1 
Seiring perkembangan zaman dan tuntutan kepastian hukum, kebutuhan 
akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat. Akta otentik 
menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum sekaligus 
menghindari terjadinya sengketa serta memberikan sumbangan bagi penyelesaian 
perkara secara mudah dan cepat. Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau 
surat  yang  bersifat sempurna. Kesempurnaan akta otentik sebagi alat bukti, maka  
                                                 
1 Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII 




akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, 
selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta otentik mempunyai kekuatan nilai 
pembuktian lahiriah, formal, materiil.2 
Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa 
yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai 
kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris 
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu 
dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta 
memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan 
yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak 
dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta 
Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik 
tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang 
melekat pada akta.3 
Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari 
akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, 
para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Akta merupakan 
sebagai alat bukti surat sebagai yang diberi tanda tangan, dan memuat peristiwa 
yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja 
untuk pembuktian. Keharusan adanya tanda tangan mempunyai tujuan untuk 
                                                 
2 Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Rafika Aditama, 2015, 
hlm. 18. 
3 Mardheana, Dhea, Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta terhadap 
Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012), Lex Renaissance, No. 2. 




membedakan satu akta dengan akta yang lainnya atau dari akta yang dibuat orang 
lain. Fungsi tanda tangan juga untuk memberi ciri sebuah akta. 
Akta otentik secara teoritis merupakan surat atau akta yang sejak semula 
dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan 
sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk 
pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Secara yuridis sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik 
adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau 
di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu di tempat 
akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan Pasal tersebut, maka unsur dari akta otentik, 
yaitu: dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat umum, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang 
untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat.4  
Suatu akta dikatakan otentik atau tidak, tidak hanya cukup dibuat oleh 
Pejabat atau dihadapan pejabat (Notaris) saja. Namun ditentukan juga dengan cara 
membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-
undang. Jika suatu akta dibuat oleh dan atau di hadapan seorang pejabat tanpa ada 
wewenang dan kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka 
tidaklah bisa dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai 
akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 
sejauh  pembuatan  akta  otentik  tersebut  tidak  dikecualikan  bagi  pejabat umum  
                                                 




lainnya. Pembuatan akta otentik tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan 
hukum.5 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung 
jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta, 
ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta 
yang dibuat, secara perdata maupun pidana, secara yuridis perbuatan melawan 
hukum memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk 
menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut 
memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan notaris. 
Seorang notaris pada dasarnya tidak bertanggungjawab dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materil. Notaris dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian. Tanggungjawab 
notaris secara pidana atas akta yang dibuat adalah untuk menjamin adanya 
kepastian hukum dan demi keadilan guna memenuhi syarat dari tindak pidana 
yang terjadi dan erat kaitannya dengan perkara tindak pidana pemalsuan dan 
menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam konteks mengenai 
kebenaran materil atas suatu akta.  
Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan: 
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai 
                                                 
5 Gunardi & Gunawan, Kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan 




atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun“. Lebih lanjut 
pada Pasal 264 ayat (1) angka (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara 
paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Jadi 
Pertanggung jawaban pidana ada apabila terdapat subjek hukum melakukan 
kesalahan, dengan kata lain tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder 
schuld). Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa).6 
Notaris dalam menjalankan profesinya selaku fasilitator dari para pihak 
untuk partij acte, jika yang melakukan pemalsuan dan menempatkan keterangan 
palsu ke dalam akta otentik adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal 
ini secara materil tidak terlibat disebabkan kebenaran materil suatu akta pada 
dasarnya tanggungjawab para pihak, maka secara yuridis keterlibatan notaris 
dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik ke ranah 
pertanggungjawaban pidana. Seperti pada kasus perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN 
Pml, dimana pada kasus tersebut perbuatan Terdakwa menggunakan tanda tangan 
palsu saksi Sultan Indrawati Binti (Alm) Wagino dalam akta otentik berupa Akta 
Jual Beli Nomor 783/JB/PML/IX/2015 agar bisa menjual tanah dengan Nomor 
SHM 2807 tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak saksi Sultan Indrawati 
Binti (Alm) Wagino yang tidak memperoleh bagian dari hasil penjualan tersebut. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akta otentik mempunyai peranan 
penting  di setiap  hubungan  hukum   dalam   kehidupan   masyarakat.  Jika   yang  
                                                 




melakukan pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik 
adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materil tidak 
terlibat disebabkan kebenaran materil suatu akta pada dasarnya tanggungjawab 
para pihak, maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang 
dilakukan para pihak tidak dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban pidana. 
Mencermati hal tersebut, penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan 
judul “Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Otentik (Studi 
Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat akta otentik 
pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml?  
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak pidana pemalsuan 
surat akta otentik pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengkaji akibat hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat akta otentik 
pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. 
2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak pidana 




D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu hukum 
pidana khususnya terkait dengan pemalsuan akta otentik, serta menambah 
literatur yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat akta otentik. 
Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 
penulisan hukum sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis  
Hasil penelitian ini manjadi sumbangan pemikiran hakim dalam memberikan 
jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mempertimbangkan 
terkait dengan adanya keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan 
surat akta otentik. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah 
hukum pidana pemalsuan surat akta otentik khususnya Notaris dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya perlu kehati-hatian. 
E. Tinjauan Pustaka  
Mardheana (2016), Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada 
Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1234 K/Pid/2012), Lex Renaissance, No. 2. Vol. 1, Juli 2016:277-292. 
Permasalahan penelitian meliputi bagaimanakah implikasi yuridis pemalsuan 




Agung Nomor 1234 k/PID/2012 dan bagaimanakah akibat hukum terhadap 
Minuta Akta yang dipalsukan oleh notaries. Penelitian ini merupakan penelitian 
normatif, Penelitian hukum normatif.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implikasi terhadap jabatan notaris 
dapat dikategorikan dalam empat (4) aspek yakni, implikasi perikatan akta, aspek 
terhadap jabatan administrasi, aspek profesi terhadap keanggotaan, dan aspek 
pidana. Akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris yaitu 
mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 
bawah tangan, apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik 
tesebut dalam persidangan di pengadilan dan mengakibatkan akta tersebut dapat 
dibatalkan serta kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak akan 
berlaku Iagi. 
Jalal, dkk., (2018), Keterlibatan Pejabat Notaris terhadap Perbuatan 
Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan 
Dokumen, Jurnal Akta, Vol. 5. No. 1, Maret 2018:227-233. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan 
melawan hukum  dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan 
dokumen dan menganalisis pertanggungjawaban  atas keterlibatan pejabat notaris 
terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan 
dalam pemalsuan dokumen Pendekatan penelitian yuridis-normatif, pengumpulan 
data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis 




Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang 
melakukan pemalsuan dokumen yaitu  pihak penghadap/korban mengalami derita 
kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh 
notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan akta adalah 
menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara 
perdata kepengadilan serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 
dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris 
berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat 
dari Majelis Pengawas dan Sanksi  Keperdataan pasal 1365 KUHPerdata tentang 
ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti 
notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab 
secara pribadi  atas apa yang menjadi tugas serta kewenangnnya. Berkaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaaan 
yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas 
pmalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris. 
Zougira (2018), Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan 
KUHP, Lex Crimen, Vol. 6. No. 7, 2017. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana syarat akta notaris sebagai alat bukti dan akta 
autentik dan bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik 
berdasarkan KUHP.  Metode penelitian yuridis normatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris 
bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris, yang 
memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan 




kewenangan membuat akta (notaris); dan akta tersebut sebagai alat bukti yang 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan sanksi tindak pidana 
pemalsuan akta autentik, secara formal akta notaris, dibuat oleh notaris (membuat 
surat palsu); melakukan pemalsuan akta-akta autentik dan surat-surat yang dapat 
menimbulkan kerugian.  
Muhammad, dkk. (2019), Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan 
Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris, MLS: Media of Law and Sharia, Vol. 
1. No. 1, Desember 2019:1-13. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang 
membuat akta otentik, yang mana pembuatan akta otentik tersebut tidak 
dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Akta terebut dapat  mempunyai fungsi 
formil (formalitatis causa). Dalam halnya terjadi suatu tindakkan hukum berupa 
pemalsuan akta otentik terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada 
pihak yang melakukannya. Metode yang digunakan  di dalam penelitian ini adalah 
penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum 
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
Hasil penelitian adalah perumusan dari unsur-unsur tindak pidana terhadap 
pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah bahwa notaries T.E 
terbukti  telah memenuhi unsur subjektif tindak pidana yaitu melakukan kejahatan 
pemalsuan akta autentik. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi 
Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris 
tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. 
Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh 
notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta 




Undang Jabatan Notaris (UUJN) 2 Tahun 2014, dan dapat dijatuhi hukuman 
berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP isinya sama 
yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah 
isinya benar.  
F. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, 
yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun 
hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi 
terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni 
masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.7  
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan 
hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.8 Metode 
pendekatan yang digunakan adalah case approach dimana dilakukan dengan 
cara melakukan kajian terhadap kasus, berkaitan tindak pidana pemalsuan surat 
akta otentik pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/ PN.Pml. 
                                                 
7 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15. 




2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian 
dengan library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-
data sekunder dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa 
pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa 
putusan hakim pada nomor nomor 14/Pid.B/2019/ PN.Pml dan juga didukung 
dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung judul 
tersebut. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik 
lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, 
peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan obyek atau materi penelitian.9 Sumber data yang digunakan dalam 
penyusunan penelitian ini adalah data sekunder, dengan kriteria: 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 
dipergunakan dengan segera.  
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, memuat materi-materi tentang 
permasalahan penelitian dalam bentuk buku maupun penelitian terdahulu. 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan 
Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/ PN.Pml. Jenis bahan penelitian ini, 
terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non 
hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
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autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder berupa 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.10 Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mengunjungi 
perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, 
dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan 
penelitian. Data yang penulis cari yaitu materi tindak pidana pemalsuan surat 
akta otentik dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 
4. Metode Analisis Data  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting 
dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus 
melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan 
hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.11  
                                                 
10 Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 




Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan 
kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data 
yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam 
kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.12  
Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta 
pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Kemudian membuat sistematika dari data-data (pemilihan pasal-
pasal yang relevan) tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang 
dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis 
pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya 
semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga 
selain menggambarkan dan mengungkapkan akibat hukum tindak pidana 
pemalsuan surat akta otentik. 
G. Sistematika Penelitian  
Sistematika penelitian berguna untuk memberikan gambaran tentang isi 
skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian  
                                                 




Bab II  Tinjauan Pidana Pemalsuan Surat Akta Otentik. Bab ini berisi teori-teori 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain tinjauan 
umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang sanksi pidana, tindak 
pidana pemalsuan surat, tinjauan umum tentang akta otentik. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian beserta pembahasannya, 
meliputi akibat hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat akta 
otentik pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml dan pertimbangan 
hakim dalam memutuskan tidak pidana pemalsuan surat akta otentik pada 
putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. 
Bab IV Penutup  
Bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini, dalam hal ini akan 





TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA OTENTIK 
  
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang) dan disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara 
bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 
disangka telah melanggar larangan tersebut.13 
Mengenai tindak pidana sendiri, terdapat banyak istilah yang digunakan 
seperti dalam KUHP, yang disebut dengan Strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan 
makna dari Strafbaarfeit menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas 
meyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu: peristiwa 
pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, tindak pidana, dan 
delik.14 Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan 
                                                 
13  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 1. 
14  Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung 
jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa 




bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah 
makna dari Strafbaarfeit.  
Tindak pidana, menurut Amir Ilyas merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.15 
Menurut Ariman dan Raghib, strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni 
straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya 
dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah 
strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. 
Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf 
sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni 
boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.16 
Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak 
pidana (strafbaar feit) adalah:  
                                                 
15  Ilyas, Amir, Ibid., hlm. 18. 




1. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di 
mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.17 
2. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang 
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana 
dan dilakukan dengan kesalahan.  
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang 
diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu 
kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.18 
4. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering 
juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen 
positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).19 
5. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak 
pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan 
perundang-undangan pidana diberi pidana.20 
 
                                                 
17  Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 
2014, hlm. 97. 
18  Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengajara dan 
Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm. 155. 
19  Effendi, Erdianto, Op Cit., hlm. 98. 




Di antara definisi-definisi di atas, menurut penulis definisi yang paling 
lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh 
undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Istilah tindak pidana 
merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi 
(criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang 
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan 
ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri 
seseorang.21 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Memperhatikan definisi-definisi tindak pidana yang telah diuraikan di atas, 
maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, 
syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu 
betentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan 
diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan, dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan 
kepada si pembuat.22 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan).  
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b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).  
c. Melawan hukum (onrechmatig).  
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).23 
Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi 
unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, bersifat 
melawan hukun. Sedangkan menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah 
perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang 
dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan.24 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah 
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-
unsur tindak pidana yaitu:  
a. Unsur Objektif. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan 
si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:  
1) Sifat melanggar hukum 
2) Kualitas dari si pelaku  
3) Kausalitas  
b. Unsur Subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)  
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP.  
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.  
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 KUHP, 
yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.  
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.25 
B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana  
1. Pengertian Sanksi Pidana 
Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan 
dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan 
hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.26 Sanksi pidana adalah suatu 
hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang 
yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena 
hukuman lain dari pihak berwajib.  
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau 
tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. 
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi 
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perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana 
diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.27 
Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di 
dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah 
melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak 
tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-
bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang 
tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertamggung jawab dan anak 
yang masih di bawah umur.  
Black‟s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian 
sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, 
probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu 
penjahat ‘kejahatan’ seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana 
penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat 
disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan 
suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu 
kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh 
kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan 
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2. Macam-Macam Sanksi Pidana 
Macam-macam sanksi dalam hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 10 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana terdiri dari:  
a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:  
1) Pidana Mati  
Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan 
melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. 
Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), 
merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan 
sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam 
KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau 
dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan 
berat.29 
Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem 
pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat 
dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan 
berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik 
hingga ditembak mati.30 Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi 
bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum 
positif di Indonesia.31 
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Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga 
diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman 
mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
mengakibatkan mereka dihukum mati.32 Kelemahan dan keberatan pidana 
mati ini ialah apabilah telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan 
lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan 
atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 
terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, 
maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana 
mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan 
terpidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan 
bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang 
dipandang sangat berat,42 yaitu sebagai berikut:  
a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).  
b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan 
atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).  
c) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).  
d) Pasal 124 bis KUHP (menyebakan atau memudahkan atau 
menganjurkan huru hara).  
e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker tergadap raja atau presiden atau 
kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).  
                                                 





f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).  
g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan luka berat atau mati).  
h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang 
mengakibatkan kematian).  
i) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan 
penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).33  
2) Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Improsonment) 
Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud 
pengurungan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, 
tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap 
perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada 
terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan 
bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk 
membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota 
masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.34  
Terdapat 3 sistem pemenjaraan dalam pidana penjara, yaitu:  
a) Sistem Pensylvania/Cellulaire System, dalam system Pensylvania 
terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak 
diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel 
tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci 
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yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di 
Pensylvania, karena itu disebut Sistem Pensylvania.  
b) Sistem Auburn, dalam system Auburn yang disebut juga system Silent, 
karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi 
pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi 
diarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.  
c) Sistem English/Progresif, system progresif dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular 
system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima 
tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama 
dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada 
tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.35 
Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara 
digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:  
a) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur 
hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.  
b) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih 
dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk 
dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang 
dipidahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, 
mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.  
                                                 




c) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 
2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan 
kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.  
d) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang 
dari tiga bulan.  
3) Pidana Kurungan (Hechtenis) 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sfatnya sama dengan 
hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.36 Terhadap pidana 
kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan 
dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua 
pidana itu, ialah:  
a) Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP lamanya hukuman penjara adalah 
sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima 
belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal 
gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 
KUHP (ayat (3) dari Pasal 12).  
b) Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang hukuman 
kurangan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana 
penjara. 
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c) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam 
daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.  
d) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh 
memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang 
ditetapkan dalam undang-undang. 
Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan 
penjara adalah:  
a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 
penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.  
b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan 
bagi: orang dihukum penjara seumur hidup, orang-orang perempuan, 
dan orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.  
c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar 
atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada 
hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaaan diluar tembok 
lembaga permasyarakatan.  
Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi 
polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari 
pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik 
untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut 
untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga 
diutamakan bagi masyarakat luas.37 
                                                 





4) Pidana Denda 
Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana 
dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, 
mungkin setua pidana mati.38 Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila 
denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut 
ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, 
menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan 
sebagai berikut:  
a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu 
hari.  
b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan 
bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu 
hari lamanya.39 
Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika 
pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang 
hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan 
hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.40 
                                                 
38  Hamzah, Andi, Op Cit, hlm. 189. 
39  Zuleha, Op Cit, hlm. 98. 





5) Pidana Tutupan 
Tutupan Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam 
KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik 
Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan 
bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam 
pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, 
Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh 
dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga 
Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.Tempat dan cara 
menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam 
peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana 
penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.41 
b. Pidana Tambahan  
Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, 
melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak 
pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,42 adalah: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut Vos,43 pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di 
bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 
pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:  
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a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 
hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat 
dicabut disebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
yaitu:  
(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;  
(2) Hak memasuki angkatan bersenjata;  
(3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
(4) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi 
wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang 
yang bukan anak-anak;  
(5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau 
pengampu atas anak sendiri;  
(6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka 
waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 
tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam 
dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana 
yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 
365, 374, 375.  
2) Pidana perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 




hanya diperkenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan 
untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk 
semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui 
putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, yakni: 
a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau 
yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas;  
b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran;  
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah.  
3) Pengumuman putusan hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana 
pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari 
suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan 
bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar 
masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya 
ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, 
yang semuanya atas biaya si terhukum.44 Dan tata caranya diatur dalam 
Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:  
                                                 




a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari 
pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.  
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 
disebut instruementa delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam 
kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.  
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum 
pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi 
hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “hafd straf”, yaitu pidana 
yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana 
penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (bijkomende 
straf) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, 
misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa 
perampasan atau pemusnaha dapat terdiri dari misalnya uang palsu, 
narkotika, senjata api atau bahan peledak.45 
Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak 
tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan 
bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam 
beberapa pasal, yaitu: 
a) Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di 
pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau 
terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).  
                                                 




b) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 
karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) 
tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah 
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 
pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP). 
C. Pemalsuan Surat  
Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang di 
dalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu 
objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 
sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu 
adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang 
tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi 
lain atau berbeda dengan isi surat semula.46 
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan 
penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan 
tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran 
tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan 
sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini 
orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas 
barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data 
terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar. 
                                                 




Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan  
menjadi empat golongan, yakni: kejahatan sumpah palsu (Bab IX), kejahatan 
pemalsuan uang (Bab X), kejahatan pemalsuan materai dan merk (Bab XI), dan 
kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Dari kejahatan pemalsuan di atas, 
pembahasan pada penelitian ini akan difokuskan pada kejahatan pemalsuan surat. 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun 
diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak 
memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi 
dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui 
pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut: 
“Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan 
suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang 
boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya enam tahun”.  
 
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan surat 
adalah sebagai berikut :  
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, 
surat andil, dll).  
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, 
perjanjian sewa, perjanjian jual beli)  
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya :kwitansi atau 
surat semacam itu)  
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, buku 




Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas 
kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat 
tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunkan mesin cetak. Tetapi 
dengan menyimak dari contoh-contoh didalam KUHP, seperti: Surat semacam itu, 
akte kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, 
obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHP 
adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat 
menimbulkan dan menghilangkan hak. 
Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai 
tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau 
membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat 
surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, 
juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Misalnya, pembuat yang bertanda 
barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain 
sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan 
tersebut. 
Perbuatan yang dilarang adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu 
atau surat yang dipalsukan. Dalam hal pembuatan surat palsu atau memalsukan 
surat tidak termasuk kejahatan menurut Pasal 263 (2) KUHP. Orang yang dapat 
dituntut menurut Pasal 263 (2) adalah yang menggunakan surat yang telah 
dipalsukan Jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk dibeberapa Pasal dalam 
KUHP, sebagai berikut Pemalsuan surat dalam bentuk pokok Pemalsuan surat 
dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, secara umum pemalsuan surat 




memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan.  
Surat yang dimaksud ialah:  
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat 
andil, dll)  
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, 
perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)  
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau 
surat semacam itu)  
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau 
peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, 
buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)  
5. Pemalsuan surat khusus  
Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat 
dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang 
memalsukan, berikut rumusan R. Soesilo dalam KUHP, sebagai berikut: 
1. Mengenai surat otentik.  
2. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat)  
3. Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau perserikatan, balai, 
perseroan, atau maskapai).  
4. Mengenai talon atau surat tanda untung sero (dividend) atau tanda bunga uang 
dari satu surat yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau tentang surat 
keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.  
5. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan. Perbuatan yang diancam 




Pasal 263 ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari 
surat autentik, dsb. Diancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari 
pemalsuan surat biasa.  
Pemalsuan surat dalam penelitian ini difokuskan pada pemalsuan surat akta 
otentik (dengan isi keterangan palsu). Perbuatan memalsu surat merupakan 
perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas 
sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda 
dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya 
menjadi benar ataukah tidak, ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah 
tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, 
pemalsuan surat telah terjadi. 
D. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik 
1. Pengertian Akta Otentik  
Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang 
untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik 
dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang 
dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik 
terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang 
dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, 
akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para 
ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum 




ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat 
yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat 
Sipil, Hakim dan sebagainya. 
Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” 
Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam 
bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat 
sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.47  
Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar 
terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu: 
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 
c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk 
itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.48 
Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau 
suatu  bukti  dari  keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan  
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dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani 
oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. 
b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang 
berwenang. 
c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut 
mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-
ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan 
kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).  
d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan 
yang mandiri (onafhankelijk – independence) serta tidak memihak 
(onpartijdigheid – impartiality) dalam menjalankan jabatannya. 
e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah 
hubungan hukum didalam bidang hukum privat.49 
Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari 
beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat 
oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu: 
a. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta 
pejabat (ambtelijke akte) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa 
yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya 
diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak 
adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta. 
                                                 





b. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta 
partij (partij-acteri) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang 
diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak 
yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang 
menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat 
akta.50 
Perbedaan akta tersebut di atas sangat penting dalam kaitannya dengan 
pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap 
kebenaran isi akta pejabat (ambtelijke akte) atau akta relaas tidak dapat digugat, 
kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij 
dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi 
dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan 
yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas 
maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta 
otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan 
dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat 
umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.51 
2. Kebatalan dan Pembatalan Akta Otentik  
Mengenai kebatalan dan pembatalan prikatan-prikatan diatur dalam buku 
III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 - Pasal 1456 KUH Perdata). Bagian ini 
hanya secara sumier mengatur bagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang 
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dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, 
ditaruh dibawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak 
terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalah gunaan keadaan.52 
Istilah kebatalan tersebut tidak ada istilah yang pasti penerapannya, 
sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono53, bahwa ”manakala undang-undang 
hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah 
yang sederhana ’batal’, tetapi ada kalanya menggunakan istilah ‘batal dan tak 
berhargalah’ (Pasal 879 KUH Perdata). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup 
membingungkan karena adanya istilah yang sama hendak digunakan untuk 
pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’. Pada 
Pasal 1446 KUH Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu 
perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah ‘batal demi hukum’, 
‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUH Perdata), ‘menurut pembatalan’ (Pasal 1553 
KUH Perdata).” 
Ada istilah pembatalan dan kebatalan dalam uraian diatas dua hal yang 
berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan kebatalan 
tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya dalam 
keadaan bagaimana atau dengan alasan apapun perikatan atau perjanjian termasuk 
dalam kualipikasi kebatalan atau pembatalan. Penerapan kedua istilah tersebut 
perlu dikaitkan dengan istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang 
biasa digunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syrat objektif,  
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yaitu suata hal tertentu (een bepaald onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang 
(een geoorloofde oorzaak), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak 
memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatakan dirinya (de 
toetsemmimg van degenen die zich verbinden) dan kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbindtenis aan gaan). 
Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan 
(vernietigbaar) sepanjang ada permintan oleh orang-orang tertentu atau yang 
berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk 
dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau 
penganpu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan 
penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap 
berlaku dan mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi atau 
relatif (relatief neitigheid). 
Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum 
(nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian 
dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal 
mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak terpenuhi, 
padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus 
dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau 
ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak 
ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara 
dan bentuk apapun. 
Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUJN 




ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, 
Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang 
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akata dibawah 
tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Untuk menentukan akta notaris yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi 
batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari: 
a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris 
melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 
b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai 
akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, 
maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut pasal 84 UUJN, 
termasuk kedalam akta batal demi hukum. 
Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-
syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum 
tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat fasif. Oleh 
karena itu, kebatalan bersifat fasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya 
apapun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akta batal atau batal 
demi hukum karena secara serta merta ada syrat-syarat yang tidak dipenuhi. 
Istilah pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah 
dipenuhi, tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak 
agar perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dalam alasan tertentu, baik 




umum, misalnya para pihak telah bersepakat untuk membatalkan akta yang pernah 
dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak 
diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya. Berdasarkan uraiaan 
diatas kebatalan akta Notaris meliputi: dapat dibatalkan; batal demi hukum; dan 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pembatalan akta 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Otentik pada 
Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml  
Akibat hukum menurut Soeroso yaitu sebagai akibat suatu tindakan yang 
dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang 
diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata 
lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.55 Wujud dari akibat 
hukum dapat berupa: 
1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum 
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau 
lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan 
dengan hak dan kewajiban pihak lain. 
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum 
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan 
hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan 
perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh 
yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu 
tindakan hukum. Fokus kajian pada penelitian ini yaitu akibat hukum tindak 
pidana pemalsuan surat akta otentuk. Jadi wujud dari akibat hukum dalam 
penelitian ini mengacu pada sanksi terhadap tindakan yang melawan hukum.  
                                                 




Perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml, Terdakwa didakwa telah 
melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum, yaitu “membuat secara tidak 
benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap akta-akta otentik”. Perbuatan 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 
KUH Pidana dan atau “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. 
Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 
(1) KUH Pidana. 
Dari proses persidangan pada perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml, 
diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak 
diingat dalam bulan September 2015 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di GOR 
Amalia Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, 
Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Sultan Indrawati dalam Akta Jual 
Beli Nomor 783/JB/PML/IX/2015 tanggal 1 September 2015. Akta Jual Beli 
tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di rumah H. Subhan (ayah Terdakwa) 
bertalamat di Desa Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 




sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran balik nama ke Kantor Badan 
Peranahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang. 
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas permintaan Sdr. H. Subhan 
(ayah Terdakwa) yang pada awalnya Terdakwa datang k erumah mantan istri di 
Kelurahan Bojongbata dan saat itu kondisi keuangan Terdakwa sedang labil dan 
diberitahu dari Bank akan dilelang. Terdakwa meminta persetujuan pada mantan 
istri kalau Terdakwa akan menjual tanah yang menjadi jaminan di Bank dan 
Terdakwa juga ada menunjukan surat-surat dari Bank dan saat itu juga ada tagihan 
dari Bank sejumlah 1 milyard lebih namun istri malah minta cerai lalu Terdakwa 
pulang ke rumah di Sugihwaras. 
Pihak Bank mencari-cari Terdakwa dan pihak Bank juga datang menemui 
orang tua Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dipanggil orang tua dan ditanya 
orang tua, Terdakwa bilang pada orang tua kalau yang bisa diajak 
rembug/musyawarah hanya sdr. Abdul Khalim. Kemudian Terdakwa meminta 
kepada orang tua untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta menemui sdr. Abdul 
Khalim, kemudian Terdakwa bersama orang tua datang ke Jakarta menemui sdr. 
Abdul Khalim untuk kepentingan keuangan di Bank, dan meminta sdr. Abdul 
Khalim untuk membeli tanah yang sertipikatnya masih ada dijaminkan di Bank 
dan uangnya untuk menutup pinjamnan di Bank tersebut. 
Sdr. Abdul Khalim memberi uang sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh 
lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama orang tua pulang ke Pemalang dan 
selanjutnya Terdakwa datang ke Bank. Setelah selesai pembayaran lalu saksi H. 
Abdul Khalim, SE menerima asli SHM dan kemudian saksi Abdul Khalim ke 




Akta Jual Beli diantar ke rumah H. Subhan untuk penandatangan Akta Jual Beli 
tersebut. 
Saksi Abdul Khalim, SE sudah mengingatkan kepada H. Subhan jika ada 
persoalan dikemudian hari bisa berakibat fatal bagi Terdakwa, akan tetapi H. 
Subhan mengatakan “segala jalan harus kita tempuh. Terdakwa mempersiapkan 
segala persyaratan yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban Terdakwa demi 
berlangsungnya proses Akta Jual Beli dengan saksi H. Abdul Khalim, SE, dan 
selanjutnya terbit Akte Jual Beli Nomor: 783/JB/PML/IX/2015, tanggal 1 
September 2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiharto, SH.,S.Pn alamat 
Jalan Ahmad Yani Nomor 91 Kabupaten Pemalang, kemudian terbit Sertifikat Hak 
Milik Nomor: 2807 NIB:11.34.08.801409 seluas 562 M2 terletak di Kecamatan 
Sugiwaras, Kec/Kab. Pemalang menjadi atas nama atas nama Abdul Khalim, SE 
yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Pemalang dan status kepemilikan dalam SHM tersebut tercatat atas alas hak jual 
beli. 
Perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa yaitu Terdakwa lakukan 
dengan maksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan 
Sugiwaras, Kecamatan Pemalang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 
2807 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 April 2010 Nomor: 
01546/Sugiwaras/2010, seluas 562 M2 (Lima ratus enam puluh dua meter persegi) 
atas nama pemegang hak Urip Mulyadi dan Sultan Indrawati. Terdakwa menjual 
sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Abdul Khalim tanpa seijin dan 
sepengetahuan saksi Sultan Indrawati. Saksi Sultan Indrawati menikah dengan 




Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tahun 1997 dan resmi cerai 
dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Pemalang pada bulan Desember 2014. 
Selama saksi Sultan Indrawati berumah tangga dengan Terdakwa ada 
memiiki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa 
Sugihwaras Kec./Kab. Pemalang. Pada tahun 2016 saksi Sultan Indrawati baru 
tahu kalau SHM telah beralih menjadi atas nama orang lain dan diketahui bahwa 
objek tersebut sudah menjual dan selanjutnya saksi Sultan Indrawati melaporkan 
kejadian tersebut ke Polres Pemalang dan meminta supaya dibawa ke Labkrim. 
Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saksi kalau akan 
menjual tanah tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik Nomor: 2322/DTF/2018, tanggal 8 November 2018, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemeriksa Budi Santoso, S.Si., M.Si, Dwi Sulistiyono, ST., 
MT, Dede Setiyarto H., ST dan Esti Lestari, S.Si yang memberikan kesimpulan 
bahwa: “1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Sultan Indrawati yang 
terdapat pada dokumen bukti nomor BB-4956/2018/DTF berupa 1 (satu) 
bendel Akta Jual Beli bermaterai copour 6000 Nomor: 783/JB/PML/IX/2015 
antara tuan Urip Mulyadi dan Nyonya Sultan Indrawati selaku pihak pertama 
dengan tuan Abdul Khalim, SE selaku pihak kedua di hadapan pejabat pembuat 
akta tanah Sugiharto, SH. Sp.N tertanggal 1 September 2015 (QT) adalah Non 
Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan 
pembanding atas nama Sultan Indrawati; Indrawati; S. Indrawati.” 
Berdasarlam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan fakta yuridis 
yang telah ternyata tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam 




dipertimbangkan mengenai unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan. Terdakwa 
telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis 
Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur 
dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa; 
2. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan 
sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, 
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
4. yang dilakukan terhadap akta-akta otentik. 
Atas dasar pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, perbuatan 
Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan 
yaitu melakukan pemalsuan surat akta otentik yang diatur dalam Pasal 264 Ayat 
(1) ke-1 KUHP dan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti yang ada Majelis Hakim 
mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Urip Mulyadi Bin H. Subhan, oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, jadi akibat hukum 




14/Pid.B/2019/PN Pml yaitu melahirkan sanksi pidana sesuai dengan tindakan 
melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Adapun akibat hukum terkait dengan 
berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum terkait dengan surat akta otentik 
berupa Akte Jual Beli Nomor 783/JB/PML/IX/2015 dan berubah atau lenyapnya 
hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dalam Akte Jual Beli 
tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini, karena masuk dalam ranah hukum 
perdata. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat akta otentik berupa sanksi 
pidana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan 
sementara.  
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tidak Pidana Pemalsuan Surat 
Akta Otentik pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml  
Pertimbangan hakim sebagai salah satu aspek paling penting untuk 
menentukan terwujudnya nilai dalam suatu putusan hakim agar mengandung 
keadilan dan kepastian hukum, juga terkandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, 
dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 
hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.56 
Hakim dalam menjatuhkan putusan, banyak aspek yang harus 
dipertimbangkan  baik  dari  aspek  yuridis  maupun  dari  aspek  non  yurdis. Pada  
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pembahasan ini, penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara pada putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. Adapun pertimbangan hakim 
dalam perkara tersebut meliputi: 
1. Surat dakwaan  
Surat dakwaan dalam hukum acara pidana pada sidang pengadilan 
sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan 
berpatokan pada surat dakwaan.Surat dakwaan adalah surat yang berisi 
dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada 
hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum 
tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan 
dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang 
pengadilan.57  
Pada perkara putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml, majelis hakim 
mepertimbangkan surat dakwaan penuntut umum bahwa ia Terdakwa Urip 
Mulyadi Bin H. Subhan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dalam 
bulan September 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu pada Tahun 2015, bertempat di GOR Amalia Kelurahan 
Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Pemalang, telah melakukan tindak pidana, antara lain: 
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a. PRIMAIR:  
“membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan 
sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
yang dilakukan terhadap akta-akta otentik”. Perbuatan Terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) ke-1 
KUHPidana. 
b. SUBSIDAIR: 
“membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan 
sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
263 Ayat (1) KUHPidana. 
Pertimbangan terhadap surat dakwaan bertujuan agar pembuktian dan 
keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah 
atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib 
dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal 





2. Nota Pembelaan  
Pertimbangan selanjutnya pada perkara tersebut yaitu pertimbangan 
terhadap keberatan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa. Terhadap 
nota pembelaan atau keberatan tersebut hakim memutuskan dengan Putusan 
Sela Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml. tanggal 20 Februari 2019 yang amarnya 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut 
tidak dapat diterima; 
b. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang untuk 
melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian; 
c. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir. 
3. Keterangan Saksi-Saksi  
Pertimbangan saksi-saksi bertujuan untuk membuktikan dakwaan 
Penuntut Umum. Adapun saksi-saksi tersebut antara lain: 
a. Sultan Indrawati Binti Wagino, saksi sebelumnya sudah kenal dengan 
Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami sah saksi. 
b. Abdul Khalim, SE Bin Masyus, saksi sebelumnya sudah kenal dengan 
Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami sah saksi. 
c. Maskanah Als Nok Anah Binti H. Subhan, saksi sebelumnya sudah kenal 
dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak kandung saksi. 
d. Ely Kurniasih Binti H. Subhan, saksi sebelumnya sudah kenal dengan 
Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak kandung saksi. 
e. Sugiharto, SH. SPN Bin H. Wasmuadji, saksi sebelumnya sudah kenal 




f. Bagus Rachman Bin Marzuki, saksi sebelumnya sudah kenal dengan 
Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami sah saksi. 
g. Agus Untung Wijaya Bin Irsyad Cipto Wardoyo, saksi pernah memberikan 
keterangan di hadapan penyidik Polres Pemalang. 
Pada persidangan tersebut saksi yang dihadirkan penuntut umum 
sebanyak tujuh orang, dibawah sumpah memberikan keterangan. Terhadap 
keterangan ketujuh saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan 
tidak keberatan. 
4. Keterangan Terdakwa 
Selain pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan 
penuntut umum, hakim pada perkara tersebut juga mempertimbangan 
keterangan terdakwa, dimana Terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya bahwa Benar dalam Akta Jual Beli (AJB) 
tersebut tandatangan Terdakwa di Kelurahan Sugihwaras. Terdakwa pernah 
datang ke rumah mantan istri di Kelurahan Bojongbata dan saat itu kondisi 
keuangan Terdakwa sedang labil dan diberitahu dari Bank akan dilelang, lalu 
Terdakwa meminta persetujuan pada mantan istri kalau Terdakwa akan 
menjual tanah yang menjadi jaminan di Bank. Terdakwa saat menemui istri 
juga ada menunjukan surat-surat dari Bank dan saat itu juga ada tagihan dari 
Bank sejumlah 1 milyard lebih dan istri minta cerai lalu Terdakwa pulang ke 
rumah di Sugihwaras; 
Terdakwa tidak pernah ada mengajak sdr. Abdul Khalim untuk tijau 
akta jual beli tersebut dan tidak pernah komunikasi dengan pihak Notaris 




melakukan pemisahan harta bersama dan Istri Terdakwa sehari-hari sebagai 
ibu rumah tangga dan sudah berkali-kali bilang pada istri tentang adanya 
tagihan dari Bank dan saat itu istri bilang itu tanggungjawab seorang laki-laki. 
Terdakwa mendengar kata-kata istri selanjutnya Terdakwa dengan mengajak 
orang tua pergi ke Jakarta menemui sdr. Abdul Khalim dan saat bertemu 
Terdakwa bilang kalau Terdakwa punya hutang di Bank sejumlah 550 juta. 
Pada saat Terdakwa ajukan cerai tidak ada permasalahkan harta 
bersama atau hutang bersama akan tetapi istri tetap bersikap kukuh tidak mau 
tahu masalah hutang Terdakwa tersebut. Yang minta adanya jual beli adalah 
orang tua dengan sdr. Abdul Khalim. Sebelum uang ditransfer ke rekening 
Bank yang diminta Terdakwa pihak sdr. Abdul Khalim telah ada meminta 
jaminan. Terdakwa tidak tahu akan adanya akta jual beli tersebut dan saat 
Terdakwa datang di rumah orang tua sudha ada akta jual beli tersebut. Sdr. 
Abdul Khalim bilang pada Terdakwa nanti malam sekira jam 19.00 wib ada 
pertemuan antara istri, sdr. Abdul Khalim dan Terdakwa. Mantan istri bilang 
pada Terdakwa kalau ia minta uang hasil penjnualan tanah tersebut. Pada saat 
itu mantan istri meminta uang pada Terdakwa hasil penjualan tanah tersebut 
sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). 
5. Barang Bukti  
Pada pertimbanan terhadap barang bukti dalam perkara tersebut, 
Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) namun 
hanya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: 
a. Fotokopi surat perjanjian kesepakatan bersama tanggal 31 Juli 2002, 




b. Fotokopi surat gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 10 
Nopember 2018, bermeterai cukup, diberi tanda T-2; 
c. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan dari Bank btpn sisa kewajiban 
fasilitas kredit sr./Bpk. Urip Mulyadi, bermeterai cukup, diberi tanda T-3; 
d. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan, 
bermeterai cukup, diberi tanda T-4; 
e. Fotokopi surat perihal Penetapan hari dan tanggalk lelang dari Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, bermeterai cukup, tanda T-5; 
f. Fotokopi surat permohonan penangguhan penyidikan an. tersangka Urip 
Mulyadi, bermeterai cukup, diberi tanda T-6; 
g. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 
84/Pdt.G/92/PTA. Smg. bermeterai cukup, diberi tanda T-7; 
h. Fotokopi surat perihal Ringkasan Pasien pulang dari RSU Prima Medika 
Pemalang, an. Bpk. Urip Mulyadi, bermeterai cukup, diberi tanda T-8; 
i. Fotokopi surat perihal Hasil Laboratorium dari RSU Prima Medika 
Pemalang, an. Bpk. Urip Mulyadi, bermeterai cukup, diberi tanda T-9; 
j. Fotokopi surat perihal Hasil Laboratorium dari RSU Prima Medika 
Pemalang, an. Bpk. Urip Mulyadi, bermeterai cukup, diberi tanda T-10. 
Pertimbangan terhadap barang buktu juga dilakukan terhadap barang 
bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain: 
a. 1 (satu) bendel fotocopy Akte Jual Beli Nomor: 783/JB/PML/IX/2015, 
tanggal 1 September 2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiharto, 




b. 1 (satu) fotocopy akta nikah Nomor: 43/43/IV/1997. tanggal 14 April 1997 
atas nama Urip Mulyadi dan Sultan Indrawati;  
c. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai Nomor: 3161/AC/2014/PA/Pml atas 
nama atas nama Urip Mulyadi dan Sultan Indrawati; 
d. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2807 NIB:11.34.08. 
801409 seluas 562 M2 terletak di Kecamatan Sugiwaras, Kec/Kab. 
Pemalang atas nama atas nama Urip Mulyadi dan Sultan Indrawati; 
e. 1 (satu) bendel Akte Jual Beli Nomor: 783/JB/PML/IX/2015, tanggal 1 
September 2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiharto, SH.,S.Pn 
alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 91 Kabupaten Pemalang.  
f. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang. Terhadap barang bukti 
tersebut diperlihatkan para saksi dan Terdakwa membenarkannya. 
6. Unsur-Unsur pada Pasal yang Didakwakan 
Pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata 
mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang 
jelaskan tekait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari 
aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi 
yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif58 menetapkan pendirian 
hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbutan yang 
melanggar ketentuan pidana. 
                                                 




Pada prakteknya aspek pertimbangan yuridis yaitu konteks putusan 
hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu tindak pidana apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan 
seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.59 
Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul.60 Pada perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN 
Pml, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan hakim 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan seperti 
yang telah dibahas pada bahasan sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim 
mempertimbangkannya apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata 
tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam dakwaan yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan 
dipertimbangkan mengenai unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan. 
Terdakwa pada perkara tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat 
(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  
a. Barang siapa; 
b. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan 
sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
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menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, 
c. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,  
d. yang dilakukan terhadap akta-akta otentik. 
Berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana terungkap di 
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut 
telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi 
syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan 
atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa 
Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut karena semua 
unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa 
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Oleh karena 
dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu 
dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 
7. Hal yang Memberatkan dan Meringankan 
Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi 
pertimbangan hakim, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib 
mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam 
putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang 
terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat 




menguntungkan terdakwa, dan hal-hal memberatkan yakni seperti dampak 
perbuatan menimbulkan dan lain sebagainya. 
Dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan 
pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga 
Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh 
karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana. Oleh karena Terdakwa dalam 
Pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan 
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara 
ini. Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara 
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. 
Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan 
keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan: 
a. Tidak ada 
Keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa menyesali perbuatannya; 
b. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang perbuatannya didalam 
persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan; 
c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan dalam kondisi yang 
kurang sehat; 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat penulis 
simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada perkara 
nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml sudah benar dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
mempertimbangakan aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim 
pada perkara tersebut meliputi pertimbangan surat dakwaan, nota pembelaan 
(keberatan terdakwa), unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan 
pertimbangan non yuridis pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam 
persidangan (didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang 
bukti) dan hal yang memberatkan dan meringankan. Menurut penulis dalam 
mencari kebenaran dan pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa, sudah tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis 
yang telah dijelaskan di atas. Namun dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagai 
akibat hukun dari tindak pidana pemalsuan surat akta otentik, majelis hakin belum 
mempertimbangkan aspek yuridis dari tuntutan penuntut umum sehingga menurut 
penulis saksi pidana yang diperoleh terdakwa begitu ringan jauh dari tuntuan 
penuntut umum, padahal notabene terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat akta otentik sesuai dengan 






A. Simpulan  
Bedasarkan hasil analisis data dari hasil penelitian, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Akibat hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat akta otentik pada 
putusan nomor 14/Pid.B/2019/PN Pml yaitu melahirkan sanksi pidana sesuai 
dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Akibat hukum 
tindak pidana pemalsuan surat akta otentik pada perkara tersebut berupa sanksi 
pidana berdasarkan Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam 
tahanan sementara. 
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada perkara nomor 14/Pid.B/ 
2019/PN Pml sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangakan 
aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim pada perkara 
tersebut meliputi pertimbangan surat dakwaan, nota pembelaan (keberatan 
terdakwa), unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan 
non yuridis pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam persidangan 
(didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal 
yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam menjatuhkan sanksi 
pidana sebagai akibat hukun dari tindak pidana pemalsuan surat akta otentik, 




umum sehingga saksi pidana yang diperoleh terdakwa begitu ringan, jauh dari 
tuntuan penuntut umum, padahal terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat akta otentik sesuai 
dengan dakwaan Primair penuntut umum. 
 
B. Saran  
1. Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat 
dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, hasil pembuktian 
dihubungkan satu sama lain hingga adanya kejelasan fakta apakah pihak 
pengggugat atau sebaliknya pihak tergugat yang dibernarkan, karena dalam 
pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan 
dalilnya. Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang perkara 
pidana. 
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagai akibat dari tindakan 
terdakwa sesuai dengan yang didakwakan seharusnya mendasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan tuntutan 
dari penuntut umum agar diperoleh putusan yang adil.  
3. Hendaknya pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik perlu 
sifat kehati-hatian dan ketelitian dengan cara menanyakan lebih dari apa yang 
dikemukakan oleh para pihak atau para penghadap. Dengan kata lain dalam 
menjalankan jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan 
integritas yang tinggu juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan peraturan perundang-undangan.  
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